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Halo, Sobat CWI!

Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (UU KUHAP) sedang dalam proses
pembahasan untuk direvisi. Pembaruan KUHAP
menjadi suatu keharusan untuk menjamin
keseimbangan sistem peradilan pidana di Indonesia.
Sebagai Kitab Undang-Undang, KUHAP mengatur
tata cara persidangan, kewajiban aparat penegak
hukum, serta mengatur hak terdakwa hingga saksi.

| kira-kira, hal apa saja yang perlu




CATATAN TERHADAP
PEMBENTUKAN

RUU KUHAP

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Menurut

Koalisi Masyarakat Sipil
untuk Pembaruan KUHAP,

terdapat 9 isu krusial :

Kejelasan tindak lanjut laporan

01 tindak pidana dari masyarakat

02

03

04

secara akuntabel

Mekanisme pengawasan oleh
pengadilan
(judicial scrutiny)

Standar upaya paksa
berdasarkan
perlindungan HAM

Akuntabilitas
pelaksanaan
Teknik Investigasi Khusus

Jaminan

O 9 tersangka,

05

06

Peran advokat dan jaminan
keberimbangan dalam proses
peradilan pidana

Sistem hukum pembuktian
dan alat bukti

Pembatasan sidang elektronik,

07 livestreaming, dan jaminan asas

08

pemenuhan

saksi,

peradilan terbuka untuk umum

Akuntabilitas penyelesaian

perkara di luar persidangan
(RJ, Diversi, Mediasi Penal)

hak
korban,

kelompok rentan dan disabilitas



Perlu ada pembenahan dalam revisi

KUHAP terkait Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (TPKS).

KUHAP lebih berfokus pada tersangka
dan terdakwa sehingga korban
diperlakukan hanya sebagai saksi.
Sementara itu, UU TPKS mengado
pendekatan mengutamakan
kepentingan korban.

KUHAP belum mengatur secara
khusus terkait perlindungan
keamanan korban selama tahap
penyidikan. Aspek perlindungan bagi
korban kerap kali hanya bersandar
pada kebijakan internal aparat
penegak hukum (Usman & Jaya, 2024).



KUHAP saat ini belum sepenuhnya
beradaptasi dengan perubahan sosial dan
teknologi sehingga tidak mencakup
perlindungan saksi/korban secara spesifik
seperti dalam UU TPKS, UU Perlindungan
Anak dan lainnya. KUHAP juga belum
mengakomodasi bukti digital sebagal alat
bukti. Sebaliknya, UU TPKS dirancang dengan
mengutamakan kepentingan terbaik bagi
korban termasuk pendampingan korban,
pendidikan tentang kekerasan seksual
sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan
perlindungan dan pemulihan korban dalam
konteks kekerasan seksual (Usman & Jaya,
2024).

Revisi KUHAP diharapkan dapat lebih mengakomodasi
kebutuhan korban dan tidak mengabaikan aspek-aspek
penting yang telah diatur dalam UU TPKS.
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RUU KUHAP diharapkan dapat menjadi awal
akomodasi kebutuhan hukum yang lebih
sensitif bagi korban, termasuk korban tindak
pidana kekerasan seksual (TPKS).

Meskipun sebenarnya UU TPKS yang lex specialis
yang tidak dapat sepenuhnya diintegrasikan ke
dalam revisi KUHAP, tetap masih diperlukan
penguatan antara lain pada:

e perlindungan saksi/korban

e menjamin hak korban

e memperbaiki prosedur penyidikan sehingga

berpihak pada korban

Ini khususnya bagi kelompok rentan seperti
kelompok disabilitas, korban trauma emosional dan
korban dalam ancaman

|




Minimnya Transparansi Informasi dan
Partisipasi Masyarakat

Pembahasan draf RUU KUHAP antara DPR Rl dan
Kementerian/Lembaga Negara dilakukan tertutup
sejak Januari hingga Maret 2025. Hal ini
mengakibatkan tidak dilibatkannya berbagai pihak

yang selama ini berko

ntribusi dalam sistem

peradilan pidana yaitu organisasi profesi,
akademisi, advokat lembaga layanan korban,

kelompok rentan, kom

unitas korban serta

masyarakat sipil lainnya.

Selain itu, minimnya transparansi informasi terkait

draf RUU KUHAP masi

h minim. Rangkaian

pembahasan RUU KUHAP sebelumnya, yaitu dari

sejak 2004 sampai 20

12 yang memuat materi

progresif, hilang dalam substansi RUU KUHAP 2025.
Selain itu draf RUU KU
mengakomodir sembi

HAP saat ini belum
an isu krusial di atas yang

menjadi tuntutan koa

USI.




Padahal, sebagai negara hukum yang
menjunjung demokrasi, lembaga legislatif
bersama pemerintah perlu menjamin
terbukanya ruang partisipasi publik dalam
proses pembentukan undang-undang.
Partisipasi publik dalam pembentukan
undang-undang telah diatur secara formal
yang menyatakan bahwa masyarakat
berhak memberikan masukan di tengah
proses legislasi yang tengah berlangsung.

Namun, memang pembahasan tentang
proses pembentukan kebijakan tidak
dapat terlepas dari manifestasi negosiasi
kepentingan politik partai-partai yang
duduk di lembaga legislatif bersama
dengan pemerintah.
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Untuk itu penting untuk kita terus mengawasi

dan mengawal proses pembahasan
KUHAP yang merupakan dasar hukum

RUU

OI'0SES

peradilan pidana untuk memastikan hadirnya
partisipasi substantif berbagai kelompok

masyarakat.

PR kita masih banyak, lho...
Awasi juga RUU PPRT, RUU TNI
dan RUU Polri.

Jangan kasih kendor!
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